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Abstrak. Sesuai denganrencana tata ruang wilayah Kabupaten Semarang, Kecamatan
Sumowono dikembangkan menjadi kawasan pertanian produktif, dengan sistem
agropolitan. Penataan ruang dapat dilakukan dengan optimal apabila seluruh bidang
tanah pada kawasan tersebut sudah terdaftar, sehingga perencanaan, pemanfaatan
dan pengendaliannya dapat dilakukan dengan seksama. Tujuan dari penelitian ini
adalah menentukan prioritas lokasi pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) di
Kecamatan Sumowono yang terdiri dari 16 desa. Metode yang digunakan adalah
gabungan dari metode Analysis Hierarchy Process (AHP) dan Weighted Overlay. AHP
digunakan untuk menentukan bobot setiap variabel penentuan prioritas, sedangkan
analisis weighted overlay digunakan untuk menentukan prioritas lokasi PTSL dengan
mengintegrasikan bobot dengan nilai masing-masing variabel di setiap desa. Hasil
AHP menyatakan bahwa bobot tertinggi dalam perencanaan pendaftaran tanah
sistematik lengkap adalah jumlah bidang tanah belum terdaftar (30,3%) dan jumlah
penduduk bekerja (13,4%). Analisis terakhir menghasilkan tiga tingkat prioritas.
Prioritas pertama terdapat pada Desa Candigaron. Prioritas kedua terdiri dari 9 desa:
Desa Keseneg, Desa Pledokan, Desa Kemitir, Desa Losari, Desa Sumowono, Desa
Jubelan, Desa Lanjan, Desa Ngadikerso, dan Desa Kebonagung. Sedangkan prioritas
ketiga terdiri dari 6 desa: Desa Medongan, Desa Kemawi, Desa Piyanggang, Desa
Bumen, Desa Trayu, dan Desa Duren.

Kata Kunci: Analisis Hierarkhi Proses (AHP), Prioritas Lokasi PTSL, Weighted Overlay
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Abstract. In accordance with the spatial plan of Semarang District, Sumowono Sub-
District was developed into a productive agricultural area, with an agropolitan
system. Spatial planning can be optimized if the entire plot in the region are already
registered, so that planning, utilization, and control can be done carefully. The
purpose of this study is to determine the priority location of a Complete Systematic
Land Registration (CSLR) in Sumowono Sub-District which consists of 16 villages. The
method used is a combination of the Analysis Hierarchy Process (AHP) and Weighted
Overlay methods. AHP is used to determine the weight of each priority setting
variable, while the weighted overlay analysis is used to determine the priority of the
CSLR location by integrating the weights with the values of each variable in each
village. The AHP results state that the highest weight in a complete systematic land
registration plan is the number of unregistered land parcels (30.3%) and the number
of working residents (13.4%). The final analysis yields three priority levels. The first
priority is in Candigaron village. The second priority consists of 9 villages: Keseneg
Village, Pledokan Village, Kemitir Village, Losari Village, Sumowono Village, Jubelan
Village, Lanjan Village, Ngadikerso Village, and Kebonagung Village. Whereas the
third priority consists of 6 villages: Medongan Village, Kemawi Village, Piyanggang
Village, Bumen Village, Trayu Village, and Duren Village.

Keywords: Analytical Hierarchy Process (AHP), CSLR Location Priority, Weighted
Overlay

1. Pendahuluan

Sistem administrasi lahan adalah tentang bagaimana mengatasi permasalahan lahan dengan
menyediakan infrastruktur dasar untuk menerapkan kebijakan terkait lahan dan strategi
pengelolaannya untuk memastikan kesetaraan sosial, pertumbuhan ekonomi dan
perlindungan lingkungan. Suatu sistem dapat melibatkan kerangka kerja konseptual modern
yang didukung oleh model-model teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti di banyak
negara maju; atau mungkin melalui pendekatan yang sangat terfragmentasi yang ditemukan
di negara-negara kurang berkembang [1].

Enemark [2] mengemukakan bahwa landasan teori administrasi lahan modern adalah
paradigma tentang pengelolaan lahan di mana penguasaan lahan, nilai, penggunaan dan
pengembangan dianggap secara holistik sebagai fungsi esensial dan yang ada di mana-mana
yang dilakukan oleh masyarakat secara terorganisir. Dalam paradigma ini, setiap negara
memberikan sasaran kebijakan pertanahannya dengan menggunakan berbagai teknik dan
alat untuk mengelola lahan dan sumber dayanya. Apa yang didefinisikan sebagai
administrasi lahan dalam teknik-teknik dan alat-alat manajemen ini adalah spesifik untuk
setiap aturan hukum yang berlaku.

Pengelolaan lahan lebih luas daripada administrasi pertanahan. Ini mencakup semua
kegiatan yang terkait dengan pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang diperlukan
untuk memenuhi tujuan politik dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan
lahan membutuhkan keterampilan antar-disiplin yang mencakup ilmu teknis, alam, dan
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sosial. Ini tentang kebijakan pertanahan, hak tanah, properti, ekonomi, kontrol penggunaan
lahan, regulasi, pemantauan, implementasi, dan pengembangan [1].

Untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan dengan baik diperlukan jaminan
kepastian hukum atas kepemilikan lahan. Kekuatan status tanah tergantung pada aspek
hukum dan sosial seseorang terkait dengan pemanfaatan lahan. Pada prinsipnya aspek
hukum berisi pengakuan hukum kepemilikan tanah, sementara aspek sosial mensyaratkan
realitas yang menghasilkan pengakuan masyarakat atas kepemilikan tanah. Kedua aspek
tersebut dapat memperkuat posisi kepemilikan tanah, sehingga jaminan kepastian hukum
menjadi sangat penting dalam perencanaan dan penge mbangan lahan [3].

Jaminan kepastian hukum seseorang dalam kepemilikan lahan dibuktikan dengan sertifikat
yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional. Dilihat dari jumlah lahan terdaftarnya, Kecamatan Sumowono
memiliki jumlah lahan terdaftar yang paling sedikit diantara kecamatan lainnya di Kabupaten
Semarang[4]. Hal tersebut berdampak pada sistem administrasi lahan dan perencanaan
penataan ruang Kecamatan Sumowono yang dijadikan kawasan pertanian produktif melalui
sistem agropolitan. Rendahnya jumlah bidang tanah yang telah terdaftar atau yang telah
diberikan legalitas asetnya berpengaruh terhadap kepastian hukum atas aset tanah, baik
bagi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha [5]. Pada gilirannya hal tersebut dapat
berdampak bagi kerentanan terjadinya sengketa dan konflik pertanahan di kawasan
tersebut.

Kepastian legalitas aset tanah masyarakat dalam bentuk sertifikat hak atas tanah memiliki
kontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dimanfaatkan
sebagai sumber ekonomi masyarakat dalam rangka penguatan modal usaha [6]. Untuk
meningkatkan sumber daya khususnya di bidang permodalan, diperlukan reforma agraria
yakni asset reform dan akses reform. Asset reform berbicara mengenai program legalisasi
aset, yaitu dengan pendaftaran tanah untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum
kepemilikan hak atas tanah, sedangkan akses reform diberikan pasca legalisasi asset melalui
bantuan keuangan dari bank untuk mengembangkan kawasan pertanian. Properti akan
diterima sebagai jaminan apabila dibuktikan dengan hak kepemilikan [7].

Legalitas aset tanah melalui sertifikat tanah secara potensial meningkatkan nilai tanah,
memberikan rasa aman masyarakat terhadap asset tanahnya, dan meningkatkan terhadap
akses masyarakat pada lembaga-lembaga keuangan. Hal ini berarti sertifikasi tanah
meningkatkan kondisi sosial ekonomi serta kesejahteraan masyarakat pemilik tanah [8].
Oleh sebab itu percepatan legalisasi aset/ tanah merupakan sebuah strategi untuk
mewujudkan pembangunan nasional di bidang pertanahan khususnya di Kecamatan
Sumowono yang direncanakan sebagai kawasan pertanian produktif. Administrasi lahan di
Sumowono dapat dilakukan dengan optimal apabila seluruh bidang tanah pada kawasan
tersebut sudah terdaftar, sehingga perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan
tersebut dapat dilakukan secara seksama. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang tepat
guna mengatasi permasalahan registrasi lahan.
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Pemerintah merencanakan program pendaftaran tanah secara sistematik, yaitu kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua
obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu
desa/ kelurahan. Kegiatan pendaftaran tanah mengacu pada sistem dimana lembaga negara
mencatat hak properti dan variasi pemegang tanah dalam buklet khusus sesuai dengan
ketentuan hukum yang relevan dan prosedur tertentu untuk melindungi hak-hak pemegang
tanah dan memfasilitasi pengelolaan lahan [9]. Sistem pendaftaran tanah yang merupakan
program andalan pemerintah guna mengatasi permasalahan pendaftaran tanah dikenal
dengan nama pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan prioritas lokasi pendaftaran tanah
sistematik lengkap (PTSL) di Kecamatan Sumowono. Dengan ditentukannya prioritas lokasi
PTSL pada tahap perencanaan, maka kegiatan tersebut akan berjalan dengan optimal karena
semua stakeholder terkait seperti, pemerintah, masyarakat, dan swasta dapat bersinergi
demi kelancaran kegiatan pendaftaran tanah.

2. Metode

2.1 Gambaran umum lokasi studi

Kecamatan Sumowono merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Semarang.
Wilayahnya terdiri dari 16 desa, yaitu Desa Kebonangung, Ngadikerso, Lanjan, Candigaron,
Kemitir, Trayu, Sumowono, Jubelan, Bumen, Mendongan, Losari, Kemawi, Piyanggang,
Pledokan, Duren, dan Keseneng. Peta administrasi Kecamatan Sumowono dapat dilihat pada
Gambar 1.
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Gambar 1. Peta administrasi Kecamatan Sumowono.
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Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang tertuang dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Semarang Tahun 2011 — 2031 [10], Kecamatan Sumowono direncanakan menjadi kawasan
pertanian produktif, dengan sistem agropolitan. Penataan ruang kawasan agropolitan dapat
dilakukan dengan optimal apabila seluruh bidang tanah pada kawasan tersebut sudah
terdaftar, sehingga perencanaan, pemanfaatan dan pengendaliannya dapat dilakukan
dengan seksama. Kendati demikian, Kecamatan Sumowono memiliki paling sedikit jumlah
bidang tanah sudah terdaftar dibandingkan dengan kecamatan lainnnya, yakni sejumlah
kurang lebih 14.361 bidang tanah [4]. Diperlukan strategi penentuan prioritas lokasi
pendaftaran tanah, guna mempercepat kegiatan pendaftaran tanah.

2.2 Sumber dan jenis data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.
Sumber data primer diperoleh dengan survei langsung di lapangan untuk memperoleh dan
data jarak Kantor Desa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, sedangkan data primer
lainnya diperoleh dari wawancara dengan para narasumber, yaitu ahli pendaftaran tanah
dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi
Jawa Tengah. Sumber data sekunder diperoleh dari publikasi tahunan yang diterbitkan oleh
Badan Pusat Stastistik Kabupaten Semarang [11]. Data sekunder yang digunakan adalah
jumlah penduduk bekerja, kepadatan penduduk, panjang jalan, tingkat kelerengan, data
jumlah bidang terdaftar, data luas lahan belum terdaftar, data luas penggunaan tanah.

2.3 Metode analisa data

Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu menggabungkan pendekatan kualitatif
dan kuantitatif dalam penelitian. Kriteria dan subkriteria terbentuk berdasarkan studi
literatur dan kajian-kajian empiris dari penelitian sebelumnya. Kriteria dan subkriteria yang
sudah terbentuk digunakan sebagai dasar untuk mengumpulkan data. Penggunaan metode
analisis hierarkhi proses (AHP) dan overlay tertimbang (weighted overlay) dinilai sangat tepat
untuk untuk menentukan prioritas lokasi pendaftaran tanah.

2.3.1. Analisis Hierarki Proses (AHP).Analisis data dilakukan secara bertahap dengan cara
memberikan bobot pada penilaian variabel yang digunakan dengan metode analytical
hierarchy process (AHP). Proses dalam tahap AHP akan menghasilkan data kualitatif berupa
pendapat para ahli tentang perbandingan tingkat kepentingan antar variabel yang digunakan
dalam menentukan prioritas pendaftaran tanah. Sebelum melakukan AHP, perlu dilakukan
penyusunan tujuan, kriteria dan sub kriteria penelitian ke dalam bentuk hirarki. Hirarki
terbentuk dalam tiga tingkatan, yaitu tujuan pada tingkatan pertama, kriteria pada tingkatan
kedua, dan subkriteria pada tingkatan ketiga. Susunan hirarki pada tahap AHP tampak pada
Gambar 2.
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Menentukan prioritas lokasi PTSL Kecamatan
TUJUAN Sumowono
Kependudukan Kondisi Penggunaan Kemiringan Jarak Bidang
KRITERIA Prasarana Lahan Lereng Kantor Desa Tanah
Jalan dengan Belum
Kantor Terdaftar
Pertanahan
» Kepadatan * Aspal e Pertanian * Datar (0-8%) + Luas
. Penduduk e Berbatu * Non e Landai (8-15%) * Jumlah
SUB ¢ Penduduk e Tanah Pertanian e Agak Curam (15-25%)
KRITERIA Bekerja e Curam (25-45%)
e Sangat Curam (>45%)

Gambar 2. Struktur hirarki AHP.

Proses selanjutnya adalah pembobotan tingkat kepentingan masing-masing kriteria dan
subkriteria menggunakan matrik berpasangan. Perbandingan kepentingan antar kriteria dan
subkriteria dinilai menggunakan skala 1-9 seperti terlihat dalam Gambar 3.

Intensity of
Importance

Definition Explanation

1 Equal Importance
2 Weak or slight
3 Moderate importance

Two activities contribute equally to the objective

Experience and judgement slightly favour
one activity over another

4 Moderate plus

5 Strong importance Experience and judgement strongly favour
one activity over another

6 Strong plus

7 Very strong or An activity is favoured very strongly over

demonstrated importance  another; its dominance demonstrated in practice

8 Very, very strong

9 Extreme importance The evidence favouring one activity over another
is of the highest possible order of affirmation

Gambar 3. Skala ranking Saaty [12].
Langkah selanjutnya adalah menguji konsistensi nilai pada matrik berpasangan

menggunakan kalkulator AHP. Dengan kalkulator AHP, hasil wawancara diinputkan sesuai
dengan penilaian narasumber terhadap masing-masing variabel. Kalkulator AHP akan
menghitung tingkat konsistensi jawaban atau rasio konsistensi jawaban para narasumber.
Nilai rasio konsistensi tidak boleh lebih dari 10%. Jika saat dihitung nilainya lebih dari 10%,
maka diperlukan pengulangan penilaian tingkat kepentingan variabel pada tahap
wawancara. Tampilan kalkulator AHP saat digunakan untuk menghitung pembobotan
masing-masing kriteria dan subkriteria dalam penelitian ini tampak seperti pada Gambar 4.
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AHP Analytic Hierarchy Process (EVM multiple inputs)
K. D. Goepel Version 11.10.2017 Free web based AHP software on:  http:/bpmsg.com
Only input data in the light green fields and worksheets!

n= Number of criteria (2 to 10) Scale: 1] ]
N= Number of Participants (1 to 20) a: Consensus:| 67.2% |
p= m selected Participant (O=consol.) ]

Menentukan Nilai Bobot Variabel Utama dalam Prioritas Lokasi PTSL normalized
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Consistency Ratio 037 Gl R 0l 0.00%

Gambar 4. Proses pembobotan dengan kalkulator AHP.

2.3.2. Analisis overlay tertimbang/ weighted overlay. Pada tahap ini, semua variabel
terbentuk, diintegrasikan dengan data hasil observasi lapang maupun data sekunder yang
ada. Pembuatan peta raster yang sudah direklasifikasi berdasarkan integrasi data sekunder
yang diperoleh dari lapangan berupa nilai variabel masing-masing kriteria dan subkriteria
menggunakan software ArcGIS 10.3. Integrasi data sekunder berupa data hasil pengukuran
dilakukan dengan menginputkan data pada atribut pada peta Kecamatan Sumowono yang
sudah dibagi dalam batas masing-masing desa. Pada langkah ini, akan dihasilkan data
integrasi batas administratif desa dengan nilai variabel yang dimiliki masing-masing desa.
Data berupa vektor diubah ke dalam bentuk raster menggunakan tool “polygon to raster”
pada aplikasi ArcGIS 10.3. Data raster yang dihasilkan, kemudian diklasifikasi berdasarkan
pembagian jumlah kelas sesuai kaidah sturges dan menghasilkan 5 klasifikasi. Proses
reklasifikasi tampak pada Gambar 5.

Kepadatan (jiwa/km2)

Value P
-
290 | DUREN

Jor 2

reklasifikasi

.
.o
e

Gambar 5. Reklasifikasi raster.
Untuk menghasilkan peta prioritas, langkah terakhir menggunakan tool “weighted overlay”
pada aplikasi ArcGIS 10.3. Dengan menginputkan hasil pembobotan pada tahapan AHP
dengan raster yang sudah diklasifikasi akan diperoleh peta baru yang dikelompokkan
menurut nilai nya. Semakin tinggi nilainya maka akan memiliki tingkatan prioritas yang lebih
tinggi [13]. Gambar 6 menunjukkan skema proses analisis overlay tertimbang secara
keseluruhan.
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Reclassified Pembobotan
RasterVariabel | Variabel |
Reclassified Pembobotan
RasterVariabel 2 | ™ - Variabel 2
Reclassified ) WEIGHTED |/ Pembobotan
RasterVariabel 3 OVERLAY NS Variabel 3
Reclassified Raster | . . | Pembobotan
Variabel ... / _ Variabel ...
Reclassified / “] Pembobotan
RasterVariabel 15 . PRIORITAS . Variabel 15
LOKASIPTSL

Gambar 6. Skema analisis overlay tertimbang.
3. Hasil dan pembahasan

3.1 Pembobotan kriteria menggunakan AHP

Pada tahap pembobotan ini, peneliti menggunakan metode purposive sampling dalam
mengumpulkan informasi untuk pembobotan variabel. Narasumber berjumlah 8 orang yang
merupakan pakar terkait bidang pendaftaran tanah, baik di bidang fisik maupun yuridis yang
sudah berpengalaman melaksanakan pendaftaran tanah di berbagai tempat di seluruh
Indonesia dengan pengalaman kerja dan bidang keahlian terkait pendaftaran tanah.
Narasumber berasal dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah
dan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yang menjabat sebagai: (1) Kepala Seksi
Infrastruktur Pertanahan, (2) Kepala SubSeksi Pengukuran Dasar, (3) Kepala Seksi
Pendaftaran Hak Tanah, (4) Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar, (5) Kepala Seksi
Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, (6) Kepala Seksi Survei dan Pemetaan dan Tematik, (7)
Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat, dam (8)
Kepala Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT.

Penggabungan pendapat ahli dari kedua instansi diharapkan akan memperoleh kajian yang
obyektif sesuai keahlian mereka. Ahli yang berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten
Semarang, memiliki pemahaman keruangan yang lebih spesifik. Sedangkan ahli yang berasal
dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah memiliki pemahaman keruangan yang lebih luas,
karena berada pada level koordinator.

Penentuan bobot kriteria dan subkriteria dilakukan dengan membandingkan tingkat
kepentingan antar kriteria dan antar subkriteria berdasarkan hasil wawancara oleh para ahli.
Nilai rasio konsistensi harus kurang dari atau sama dengan 10%. Jika lebih dari 10%, maka
diperlukan pengulangan dalam penilaian tingkat kepentingan variabel. Hasil dari
pembobotan kepentingan kriteria dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Pembobotan kepentingan antar kriteria.

Bobot Kriteria (%) CR (%)
Jarak Kantor Bidang

Nara- Kependu- Kondisi Penggunaan Kemiringan Desa dengan Tanah

sumber Prasarana
dukan Jalan Lahan Lereng Kantor Belum
Pertanahan  Terdaftar
1 8 3 28 6 13 42 10
2 29 9 34 4 5 20 10
3 9 4 23 5 5 54 6
4 3 26 5 12 16 37 8
5 34 20 10 10 14 12 9
6 24 9 5 2 7 52 10
7 36 11 5 5 15 28 9
8 9 9 16 4 4 57 9
TOTAL* 17 11 14,4 6,3 10,7 39,9 3,2
Keterangan:

* nilai total didapat dari normalized eigenvector
CR = Consistensi Ratio

Langkah yang sama dilakukan juga kepada masing-masing subkriteria untuk mendapatkan
bobot masing-masing subkriteria. Setelah didapatkan bobot masing-masing subkriteria,
kemudian diproporsikan ke dalam bobot kriteria sehingga didapatkan bobot akhir. Hasil
akhir pembobotan pada tahap AHP ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil akhir pembobotan kriteria dan subkriteria.

No Kriteria Kependudukan (17,6%)

Subkriteria Bobot Bobot Akhir
1 Kepadatan Penduduk 24,0% 4,2%
2 Jumlah Penduduk Bekerja 76,0% 13,4%
Kriteria Prasarana Jalan (11,0%)
Subkriteria Bobot Bobot Akhir
3 Jalan Aspal 58,9% 6,5%
4 Jalan Berbatu 18,3% 2%
5 Jalan Tanah 22,7% 2,5%
Kriteria Penggunaan Lahan (14,4%)
Subkriteria Bobot Bobot Akhir
6 Pertanian 41,8% 6%
7 Non Pertanian 58,1% 8,4%
Kriteria Kemiringan Lereng (6,3%)
Subkriteria Bobot Bobot Akhir
8 Datar 39,2% 2,5%
9 Landai 31,8% 2%
10 Agak Curam 13,6% 0,9%
11 Curam 8,9% 0,5%
12 Sangat Curam 6,5% 0,4%
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No Kriteria Jarak Desa dengan Kantor BPN (10,7%)
Subkriteria Bobot Bobot Akhir
13 - - 10,7%

Tanah Belum Terdaftar (39,9%)

Subkriteria Bobot Bobot Akhir
14 Luas Lahan 24,0% 9,6%
15 Jumlah Bidang Tanah 76,0% 30,3%

Hasil akhir pembobotan menunjukkan bahwa variabel jumlah bidang tanah belum terdaftar
mendapat bobot tertinggi, yaitu 30,3%, variabel jumlah penduduk bekerja mendapat bobot
13,4%, variabel jarak Kantor Desa dengan Kantor Pertanahan mendapat bobot 10,7%, dan
variabel luas bidang tanah belum terdaftar mendapat bobot 9,6%. Untuk kriteria
penggunaan lahan, variabel lahan non pertanian mendapatkan bobot 8,4%.

Jumlah tanah terdaftar digunakan sebagai variabel penentu prioritas lokasi pendaftaran
tanah dengan ketentuan bidang tanah terdaftar yang lebih sedikit, akan lebih diprioritaskan
[14]. Hal ini dilakukan karena sifat dari pendaftaran tanah ini adalah sistematis. Marryanti
dan Purbawa [15] juga mengungkapkan bahwa di semua desa/ kelurahan masih banyak
terdapat bidang yang belum terdaftar, akan lebih menjadi prioritas untuk dilakukan
pendaftaran tanah secara sistematis.

Jarak Kantor Desa ke Kantor Pertanahan dengan korelasi angka kepadatan penduduk dan
luas penggunaan tanah menurut Setyawan [16] berpengaruh signifikan dalam penentuan
prioritas lokasi pendaftaran tanah. Kebutuhan akses informasi dan mobilitas menjadi salah
satu syarat dalam penentuan prioritas lokasi prona. Semakin dekat jarak Kantor Desa lokasi
PTSL dengan Kantor Pertanahan, maka akan semakin mudah pelaksanaan kegiatannya. Hal
tersebut terjadi karena kegiatan PTSL memerlukan koordinasi antar tim untuk
menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan.

Kriteria yang berpengaruh signifikan terhadap penentuan prioritas lokasi prona adalah
perbandingan luas penggunaan tanah [16]. Penggunaan tanah yang dimaksud dikategorikan
menjadi 2, yaitu pertanian dan non pertanian. Untuk mendukung percepatan pelaksanaan
pengukuran dan pendaftaran tanah secara sitematik, lahan non pertanian mendapatkan
bobot lebih tinggi daripada lahan pertanian. Hal tersebut dikarenakan lahan non pertanian
memiliki luas bidang tanah yang lebih kecil dibandingkan dengan lahan pertanian, sehingga
dalam waktu yang sama akan didapatkan jumlah bidang terdaftar lebih banyak.

Kemiringan lereng menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan PTSL. Penelitian
Marryanti & Purbawa [15], mengungkapkan bahwa pada kemiringan lereng <3% akan
mempermudah pelaksanaan PTSL. Pada variabel ini, kemiringan lereng dibagi menjadi lima
kelompok, yaitu datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curam. Kemiringan lereng
pada sub-kriteria datar mendapat bobot tertinggi dari kriteria kemiringan lereng, yakni 2,5%.
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3.2 Prioritas lokasi pendaftaran tanah sistematik lengkap

Penentuan prioritas lokasi pendaftaran tanah sistematik lengkap menggunakan dua
masukan/ input utama, yaitu nilai bobot masing-masing variabel dan nilai raster yang sudah
diklasifikasi. Pada tampilan tool weighted overlay, masing-masing variabel memiliki tingkat
pengaruh dalam penentuan prioritas lokasi PTSL. Besarnya pengaruh tersebut akan
dipadukan dengan nilai hasil klasifikasi sesuai dengan besaran nilai riil masing-masing
variabel per desa. Metode weighted overlay adalah analisis spasial menggunakan beberapa
teknik overlay peta terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian obyek berupa lahan/
hamparan. Teknik overlay peta digunakan untuk analisis overlay tertimbang (weighted
overlay) yang diintegrasikan dengan analisis multi-kriteria [17]. Penggunaan metode ini
menggunakan data raster yang diberi skor dan pembobotan pada setiap pikselnya. Dengan
demikian, setiap piksel pada raster tersebut mempunyai nilainya masing-masing [18]. Nilai
masing-masing raster akan mempengaruhi hasil akhir mempertimbangkan bobot setiap
variabelnya.

Semua input pada penggunaan tool weighted overlay harus berupa bilangan bulat seperti
tampak pada Gambar 7. Poligon yang berisi data atribut harus dikonversi menjadi raster
sebelum digunakan dalam overlay tertimbang. Raster tersebut kemudian diklasifikasikan ke
dalam 5 kelas menurut rumus sturges dan diberi nilai baru berdasarkan skala evaluasi. Setiap
raster yang sudah diklasifikasikan diberi bobot sesuai dengan hasil akhir pembobotan pada
tahap AHP. Analisis weighted overlay menghasilkan data raster yang memiliki nilai berupa
penjumlahan skor masing-masing variabel sesuai dengan bobot klasifikasinya. Hasil proses
weighted overlay berupa prioritas lokasi PTSL dapat dilihat pada Gambar 7.
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Gambar 7. Jendela tool/ weighted overlay Arc GIS 10.3.

Berdasarkan hasil analisis weighted overlay, terdapat 3 tingkatan prioritas dalam penentuan
lokasi pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL). Prioritas pertama terdiri dari 1 desa yang
ditandai dengan warna biru. Prioritas kedua terdiri dari 9 desa yang ditandai dengan warna
kuning, yaitu desa dan prioritas ketiga terdiri dari 6 desa yang ditandai dengan warna hijau.
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Gambar 8. Prioritas lokasi PTSL Kecamatan Sumowono.

Prioritas pertama hanya terdapat di Desa Candigaron. Ditinjau dari aspek jumlah bidang
tanah belum terdaftarnya yang merupakan bobot tertinggi menurut para ahli (30%), desa ini
diperkirakan memiliki kurang lebih 4.449 bidang tanah dengan luas 5.926.161m2. Jumlah
tersebut merupakan nilai tertinggi dibandingkan dengan desa lainnya. Jumlah penduduk
bekerja di desa ini juga menempati posisi tertinggi, yaitu sejumlah 3.378 orang dengan
bobot variabel sebesar 13% menurut para ahli. Dilihat dari aspek fisiknya, Desa Candigaron
mempunya luas lahan pertanian non sawah seluas 6.055.700m2, panjang jalan aspal sejauh
10 km, dan sebagian besar wilayahnya memiliki kelerengan 15-25% seluas 7.159.600m?2.
Namun jika dilihat dari kepadatan penduduknya, Desa Candigaron menempati urutan
keenam terpadat di Kecamatan Sumowono dengan kepadatan mencapai 674jiwa/km?2.

Prioritas kedua terdiri dari 9 desa, yakni Desa Keseneg, Desa Pledokan, Desa Kemitir, Desa
Losari, Desa Sumowono, Desa Jubelan, Desa Lanjan, Desa Ngadikerso dan Desa Kebonagung.
Kesembilan desatersebut rata-rata memiliki jumlah bidang terdaftar sebanyak 1.085 bidang,
dan sebanyak 1.926 bidang belum terdaftar dengan luasan 2.541.544m? yang tersebar di
kelerengan 0-8% sebanyak 20%, 8-15% sebanyak 3%, 15-25% sebanyak 74%, dan 25-40%
sebanyak 4% dari luas wilayahnya. Jumlah penduduk bekerja rata-rata adalah 1.536 jiwa
dengan kepadatan penduduk rata-rata mencapai 618 jiwa/km?2. Sebagian besar penggunaan
tanah dari sembilan desa tersebut adalah tanah pertanian seluas 27.658.100m?2 yang terbagi
menjadi dua kategori, yakni tanah pertanian sawah seluas 4.678.400 dan pertanian non
sawah 22.979.700m2. Untuk tanah non pertanian memiliki luas total 8.029.500m2. Kondisi
prasarana jalan kesembilan desa ini memiliki jalan aspal sepanjang 67,68km, jalan berbatu
sepanjang 10,97km, dan jalan tanah sepanjang 10,25km. Jarak tempuh rata-rata dari Kantor

Pertanahan Kabupaten Semarang menuju Kantor Kepala Desa setempat adalah 26,8km.
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Prioritas ketiga terdiri dari enam desa, yaitu Desa Medongan, Desa Kemawi, Desa
Piyanggang, Desa Bumen, Desa Trayu, dan Desa Duren. Keenam desa tersebut memiliki
jumlah belum terdaftar kurang lebih 752 bidang dengan luas 1.285.534m2. Bidang tanah
belum terdaftar tersebar di kelerengan 0-8% sebanyak 20%, 15-25% sebanyak 48% dan 25-
40% sebanyak 30%. Jumlah penduduk bekerja rata-rata di keenam desa ini hanya sebanyak
667 jiwa dengan kepadatan penduduk 649jiwa/km?2. Jarak tempuh rata-rata dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Semarang menuju Kantor Kepala Desa setempat adalah 27,2km.

4. Kesimpulan

Penataan ruang Kecamatan Sumowono yang direncanakan menjadi kawasan pertanian
produktif melalui sistem agropolitan perlu didukung dengan percepatan pendaftaran tanah.
Program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) memerlukan strategi khusus yakni
dengan perencanaan kegiatan pendaftaran berupa penentuan prioritas lokasi Pendaftaran
Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Dalam penentuan prioritas lokasi PTSL, tidak hanya dilihat
dari jumlah bidang dan luas bidang tanah yang belum terdaftar saja, namun
mempertimbangkan kriteria lain, seperti aspek kependudukan, kondisi prasarana jalan,
jarak, penggunan lahan, dan aspek fisik lainnya seperti kelerengan. Integrasi hasil
pembobotan oleh para ahli dan data sekunder yang ada ke dalam sistem informasi spasial,
menghasilkan prioritas lokasi PTSL di Kecamatan Sumowono.

Hasil analisis berupa prioritas lokasi PTSL di Kecamatan Sumowono dapat digunakan sebagai
alat bantu bagi pemangku kebijakan dalam percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten
Semarang. Berdasarkan hasil analisis, Desa Candigaron menempati prioritas pertama dalam
program PTSL; kemudian 9 desa lainnya yaitu Desa Keseneg, Desa Pledokan, Desa Kemitir,
Desa Losari, Desa Sumowono, Desa Jubelan, Desa Lanjan, Desa Ngadikerso dan Desa
Kebonagung menempati prioritas kedua; dan 6 desa terakhir, yaitu Desa Medongan, Desa
Kemawi, Desa Piyanggang, Desa Bumen, Desa Trayu, dan Desa Duren menempati prioritas
ketiga.
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